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This research aims to examine voluntary disclosure in increasing 
taxpayer compliance. The method used as an analytical tool is a 
metasynthesis of a number of findings in qualitative research regarding 
voluntary disclosure in increasing tax compliance. The results of this 
research explain that the voluntary disclosure program is able to 
increase taxpayer compliance through several benefits that will be 
obtained or felt by taxpayers when participating in the voluntary 
disclosure program. These benefits are in the form of taxpayers being 
guaranteed to be free from administrative sanctions and data 
protection that the disclosed asset data cannot be used as a basis for 
investigation, inquiry or criminal prosecution against the taxpayer. This 
is what will encourage taxpayers to participate in the voluntary 
disclosure program by voluntarily disclosing tax obligations that have 
not been fulfilled. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada era ini, pemerintah memerlukan dana yang signifikan untuk menyediakan 
bantuan sosial, yang saat ini masih didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) (Silalahi & Ginting, 2020). Pengembangan praktik tata kelola yang 

kuat akan memenangkan kepercayaan masyarakat (Bulutoding et al., 2021). Pajak 

adalah salah satu pilar utama pendapatan negara, dan melunasi kewajiban pajak 

merupakan tugas yang harus dipenuhi baik oleh individu maupun entitas 

perusahaan (Mineri & Paramitha, 2019). Kewajiban membayar pajak harus diikuti 

oleh seluruh anggota masyarakat. Pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak 

sendiri merupakan upaya dalam mendukung sistem perpajakan yang berperan 

dalam proses pembangunan negara (Sulistyorini, 2019).  
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Tantangan klasik yang dihadapi oleh Indonesia dalam meningkatkan penerimaan 

negara adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor 

utama dalam menentukan besarnya penerimaan pajak yang dapat dipungut oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (Mustakim Muchlis, 2021). Pada tahun 2021, Pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemberlakuan UU HPP ini secara bertahap dimulai 

pada Januari 2022. Harapannya, undang-undang ini dapat meningkatkan 

penerimaan pajak dengan mendorong ketaatan wajib pajak. Salah satu inisiatif 

dalam UU HPP yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah 

voluntary disclosure atau di Indonesia dikenal juga sebagai Program Pengungkapan 

Sukarela (PPS). Salah satu peraturan baru yang termaktub dalam Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah 

Program Pengungkapan Sukarela (PPS).  

Menurut Siti Kurnia dalam (Putri & Sudjiman, 2022) kepatuhan wajib pajak menjadi 

permasalahan signifikan di seluruh dunia, termasuk di negara maju maupun negara 
berkembang. Terdapat perbedaan fokus kepentingan antara wajib pajak dan 

pemerintah dalam konteks pembayaran pajak. Wajib pajak cenderung berusaha 

untuk membayar pajak sekecil mungkin, mengingat hal ini dapat mengurangi 

kemampuan finansial mereka dalam menjalankan operasional. Sementara itu, 

pemerintah sebagai pemungut pajak memiliki tujuan untuk memperoleh 

pendapatan sebesar-besarnya guna membiayai kepentingan nasional dan negara  

(Abdullah, Jupaing, et al., 2021). Dalam akuntansi manajemen konvensional sebuah 

entitas cenderung melakukan tax avoidance (penghindaran pajak) terhadap 

kewajiban pajak dan menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak 

memberikan benefit (kontribusi) bagi perusahaan (Bulutoding & Sharon, 2023). 

Kesadaran masyarakat terkait pembayaran pajak masih belum mencapai tingkat 

yang diharapkan, Karena cara berpikir dan melihat yang mempengaruhi cara 

seseorang memaknai dan memahami (Abdullah, Nurwahida, et al., 2021)Secara 

umum, masyarakat cenderung bersikap sinis dan kurang percaya terhadap 

pentingnya pembayaran pajak karena masih menganggapnya sebagai bentuk upeti 

yang memberatkan. Kepercayaan masyarakat juga tergerus, karena ada 

kekhawatiran bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan dapat 

disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Kumalasari et al., 2023). 

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, penerapan prinsip tata kelola yang 

baik sangatlah penting (Abdullah, Hanafie, et al., 2023). Tata kelola perusahaan yang 

baik diterapkan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan benar (Azis et al., 

2020). Sehingga menggiring mereka ke sikap yang lebih rasional (Parmitasari et al., 

2022). Faktor   lingkungan   seorang individu  akan  mempengaruhi  individu  
tersebut  di  dalam  melakukan  sebuah perilaku (Bulutoding et al., 2019). Penelitian 

yang dilakukan (Bulutoding, Habbe, et al., 2020) menerangkan bahwa perilaku 

kepatuhan pajak bersifat langsung dipengaruhi oleh niat (niyyah) perilaku 

perpajakan. Semangat kerja dalam tindakan perpajakan bersifat normatif subjektif, 

dan pengendalian perilaku perpajakan tidak memiliki dampak langsung pada 
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kepatuhan perpajakan. Ini mencerminkan bahwa wajib pajak di Malaysia dalam 

perilaku perpajakan selalu dimulai dengan niat (niyyah). Ini mengindikasikan 

bahwa pembayar pajak muslim selalu bertindak. 

Diharapkan bahwa wajib pajak yang sebelumnya ikut serta dalam program 

pengampunan pajak dapat meningkatkan tingkat ketaatannya terhadap pajak 

(Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Di sisi lain, masih mungkin terdapat orang yang 

belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh harta yang dimilikinya hingga saat ini. 

Kurangnya kesadaran masyarakat inilah yang menyebabkan sikap ketidakpatuhan. 

Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat dalam perilaku perpajakan 

(Bulutoding et al., 2018). Ketidakjelasan terjadi  apabila  ada  pihak  yang  merubah  

sesuatu  yang  seharusnya  dilaporkan  menjadi  tidak dilaporkan (Bulutoding & 

Akbar, 2018). Oleh karena itu, Pemerintah mengadakan program yang memberikan 

kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban 

perpajakannya dengan mengungkapkan harta mereka. Pentingnya membangun 

kesadaran, kepedulian, dan ketaatan wajib pajak berkorelasi langsung dengan 
pencapaian target penerimaan pajak (Muhammad & Sunarto, 2018). Sehingga,  

organisasi bisnis harusnya semakin menekankan aspek sumber daya yang tidak 

berwujud seperti pengetahuan dan mengungkapkannya (Wahab et al., 2020). 

Namun, peran serta dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan. Dalam 

membentuk kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak, prinsip dasar yang 

harus dipegang adalah kesadaran membayar pajak harus timbul dari dalam diri 

sendiri dan harus ditanamkan sejak masa anak-anak (Valianti et al., 2021).  

Penelitian yang dilakukan oleh  (Bozdoğan & Şimşek, 2018), di Turki menyatakan 

bahwa tax amnesty yang terlalu sering dilakukan justru dapat merugikan negara 

sehingga pemerintah perlu menyiapkan sistem good governance dan undang-

undang perpajakan guna menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepercayaan dan 

rasa keamanan bagi wajib pajak (Saputra et al., 2020). (Hasanah et al., 2021) 
melakukan penelitian serupa mengenai program pengungkapan sukarela dengan 

judul Analisis Komparatif Tax Amnesty jilid 1 dan 2 serta peluang keberhasilannya. 

Hasil penelitian menemukan tarif amnesti pajak jilid 2 lebih tinggi dibandingkan 

jilid 1. Sosialisasi masih perlu ditingkatkan mengingat sebagian besar wajib pajak 

belum mengetahui adanya program ini, bahkan mereka yang mengetahuinya pun 

merasa takut karena dibayangi oleh risiko di kemudian hari. Penelitian serupa juga 

dilakukan oleh (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022). yang menemukan adanya 

ketakutan bagi wajib pajak yang jujur dengan mengadakan amnesti dengan jarak 

yang sangat dekat. Tujuan penelitian ini mencoba untuk mengkaji voluntary 

disclosure dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

2. LITERATUR REVIEW 

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara 

terhadap negaranya. Penduduk yang memenuhi syarat objektif dan subjektif 

memiliki status sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk melaporkan 
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pajak. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih jauh dari optimal. 

Penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki peran krusial dalam 

pembangunan nasional Indonesia. Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(UU HPP), terjadi perubahan pada Bab V pasal 5 yang mengenai Program 
Pengungkapan Sukarela, yang kemudian diperkuat dengan PMK-196/PMK.03/2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Program 

Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan inisiatif yang memberikan kesempatan 

kepada wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan dan membayar kewajiban 

perpajakan yang belum terpenuhi, terutama melalui Pelunasan pajak atas dasar 

pengungkapan harta. Untuk meningkatkan partisipasi dalam Program 

Pengungkapan Sukarela (PPS), penting bagi pemerintah untuk meningkatkan 

pemahaman pajak di kalangan masyarakat, sehingga dapat memengaruhi 

kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Sosialisasi yang merata di seluruh Indonesia 

menjadi langkah efektif dalam memastikan pemahaman mengenai pajak dapat 

tersebar secara merata. Program Pengungkapan Sukarela ini mengandalkan 
kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah peredaran usaha sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya, sebagai bentuk kepercayaan penuh yang diberikan oleh 

pemerintah (Suhendar & Setyorini, 2023). Pemerintah memiliki kemampuan untuk 

melakukan kampanye sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pemahaman terkait 

perpajakan dapat tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Dalam Program 

Pengungkapan Sukarela, diharapkan wajib pajak dapat bersikap jujur dalam 

melaporkan jumlah peredaran usaha sesuai dengan keadaan sebenarnya, 

mengingat kepercayaan penuh yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, 

efektivitas sanksi pajak juga memberikan dampak signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Ardin et al., 2022). Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tata cara 

perpajakan. Dengan pemahaman perpajakan yang baik, diharapkan dapat 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Nadiah et al., 2023)  Pemerintah terus 

melakukan berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi tantangan ini, salah satunya 

melalui implementasi program voluntary disclosure (Vientino & Galela, 2022). 

Pengungkapan (disclosure) dalam konteks literatur akuntansi didefinisikan sebagai 

"penyampaian informasi kepada public menggunakan laporan keuangan suatu 

perusahaan." Selain itu, konsep pengungkapan juga diartikan sebagai "penyampaian 

informasi ekonomi, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial, berupa data 

kuantitatif atau jenis informasi lainnya, terkait dengan posisi dan kinerja keuangan 

perusahaan" (Vientino & Galela, 2022). UU HPP mencakup Program Pengungkapan 

Sukarela (PPS) yang ditujukan bagi wajib pajak. PPS merupakan inisiatif kebijakan 

yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan jumlah harta 
bersih dan kewajiban perpajakan yang sebelumnya belum atau kurang 

diungkapkan, dan hal ini dilakukan secara sukarela. Tujuan dari PPS adalah untuk 

meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan memberikan peluang kepada 

seluruh wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang sebelumnya belum 

diungkapkan (Suhendar & Setyorini, 2023). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 
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merupakan salah satu peraturan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui PPS, 

wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta bersih yang 

sebelumnya belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, sepanjang 
belum terdapat data dan/atau informasi mengenai harta tersebut (Hasanah et al., 

2021). 

Suatu konteks penerimaan pajak, teori legitimasi memiliki dampak yang signifikan 

terhadap kepatuhan pajak dan kewajiban pembayaran wajib pajak. Teori legitimasi 

mengacu pada kondisi di mana nilai-nilai suatu institusi sejalan dengan nilai-nilai 

sistem sosial yang lebih besar, dan institusi tersebut dianggap sebagai bagian 

integral dari sistem sosial tersebut. Terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan 

pelaporan SPT, wajib pajak diharapkan untuk mematuhi atau sejalan dengan sistem 

nilai di mana mereka berada, khususnya kebijakan terkait kewajiban perpajakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan untuk 

mematuhi kebijakan pemerintah, termasuk kewajiban perpajakan, sebagai bagian 
dari sistem nilai yang lebih besar. Legitimasi dalam konteks ini dapat dianggap 

sebagai potensi keuntungan atau sumber daya bagi wajib pajak untuk 

mempertahankan eksistensinya. Kepatuhan dan pembayaran sukarela pajak oleh 

wajib pajak dianggap sebagai bentuk pemenuhan terhadap norma-norma sosial, 

dan hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pembangunan 

nasional. Teori Legitimasi menekankan pentingnya organisasi atau perusahaan 

memperhatikan norma-norma sosial dalam masyarakat, karena kesesuaian dengan 

norma-norma tersebut dapat meningkatkan legitimasi perusahaan. Adanya 

program seperti voluntary disclousure dan Tax Amnesty dapat dianggap sebagai 

peluang terbatas yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi atau individu 

untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan pajak. Program-program 

tersebut menjadi upaya untuk memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak dengan 

memberikan kesempatan bagi mereka untuk secara sukarela memenuhi kewajiban 

perpajakan, sejalan dengan prinsip-prinsip teori legitimasi (Vientino & Galela, 

2022).  

3. METODE PENELITIAN 

Pada systematic review, pendekatan kualitatif diterapkan untuk menggabungkan 

dan merangkum temuan dari penelitian deskriptif kualitatif. Proses penggabungan 

hasil dari penelitian kualitatif tersebut dikenal sebagai "meta-sistesis". 

Sederhananya, meta-sistesis merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

mengintegrasikan data guna menghasilkan teori, ide baru atau pemahaman yang 

lebih mendalam dan komprehensif (Perry & Hammond, 2002). Meta-sintesis 

dengan menggunakan pendekatan Meta-agregasi adalah suatu pendekatan yang 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menyusun ringkasan dari 

hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan memastikan validitasnya. Meta-

sintesis merupakan suatu teknik analisis data kualitatif yang relatif baru, digunakan 

untuk mereview dan menganalisis kembali berbagai temuan dari penelitian 
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individu. Dengan kata lain, meta-sintesis berusaha untuk mengkonsolidasikan 

temuan-temuan penelitian kualitatif yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks 

ini, meta-sintesis dapat dianggap sebagai upaya untuk memahami perkembangan 

pesat dalam berbagai aspek penelitian yang terus berkembang (Walsh & Downe, 
2005). Upaya untuk memahami kemajuan yang pesat dalam penelitian dapat 

tercermin melalui hasil dari pendekatan metasintetik (Krisnawati et al., 2022). Hasil 

dari metasintesis memberikan wawasan baru, baik dalam hal teori, metode, maupun 

analisis data (Haddaway & Rytwinski, 2018).  

Metode metasintetik dapat dianggap sebagai usaha untuk memperoleh 

pengetahuan baru berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sehingga metasintesis 

dapat diakui sebagai suatu pendekatan yang berbasis bukti. Metasintesis bertujuan 

untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam suatu topik atau isu tertentu, dengan 

tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan didukung oleh bukti-

bukti yang ada. Penting untuk dicatat bahwa metasintesis bukanlah sekadar 

tinjauan literatur atau analisis data sekunder, melainkan merupakan bentuk 
penelitian kualitatif yang secara aktif mengumpulkan dan menafsirkan hasil-hasil 

penelitian kualitatif sebelumnya (Griffith et al., 2018). Langkah awal dalam 

pelaksanaan penelitian meta-sintesis adalah pemilihan topik penelitian yang telah 

direncanakan, yang kemudian diperinci menjadi tema-tema khusus. Selanjutnya, 

dilakukan pencarian artikel yang relevan dengan tema yang diinginkan, dan 

kemudian hasilnya dibandingkan dan dirangkum (Tutiharyati, 2022). Proses meta-

sintesis terdiri dari enam langkah, mencakup Merumuskan pertanyaan penelitian, 

melakukan pencarian literatur secara sistematis, dan menyaring serta memilih 

artikel penelitian yang relevan merupakan langkah-langkah dalam proses tersebut, 

menganalisis dan mensintesis temuan-temuan kualitatif, menjalankan kendali 

mutu, dan menyusun laporan akhir (Siswanto, 2010). 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Sumber Data Penelitian 

No. Topik Penelitian Nama Peneliti 
1. Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Melalui Program 
Pengungkapan Sukarela 

 
(Mahmud & Mooduto, 2023) 

2. Program Pengungkapan Sukarela 
(PPS) Perpajakan Tahun 2022 

(Suhendar & Setyorini, 2023) 

3. Tinjauan Hukum Administrasi 
Negara terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak dalam Program 
Pengungkapan Sukarela 

 
(Ardin et al., 2022) 

4. Analisis Manfaat dan Risiko 
Program Pengungkapan Sukarela 
bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

 
(Mappadang et al., 2022) 
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5. Dampak Program Pengampunan 
Pajak Terhadap Kepatuhan Dan 
Penerimaan Pajak 

 
(Padel et al., 2021) 

6. Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak 
dalam Membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kecamatan Cibiru Kota 
Bandung 

 
(Selawati et al., 2022) 

7. Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang 
Mengikuti Program Pengampunan 
Pajak Pasca Berlakunya Program 
Pengungkapan Sukarela Wajib 
Pajak 

 
(Wijayantoko et al., 2022) 

8. Peningkatan Kompetensi 
Perpajakan Melalui UU 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
Di PBMTI MPD Kab Wonogiri 
Antin 

 
(Okfitasari et al., 2022) 

 

9. Efektivitas Penghapusan Sanksi 
Administrasi Perpajakan Melalui 
Program Pengungkapan Sukarela 
Dalam Meningkatkan Kepatuhan 
Pajak Sukarela 

 
 

(Finrely & Ardiansyah, 2022) 

10. Edukasi dan Sosialisasi Program 
Pengungkapan Sukarela  
(Tax Amnesti II) Bagi Wajib Pajak 
Orang Pribadi Di PT. TST 

 
(Mappadang & Sinaga, 2022) 

11. Keterkaitan Penerapan Program 
Pengungkapan Sukarela Dengan 
Asas Keadilan 

 
(Irawan et al., 2022) 

12. Efektivitas Penghapusan Sanksi 
Administrasi Perpajakan Melalui 
Program Pengungkapan Sukarela 
Dalam Meningkatkan Kepatuhan 
Pajak Sukarela 

 
 

(Tarigan & Septiani, 2017) 

 

Tabel 2. Hasil Sintesis dan Pembentukan Kategori Awal 

No. Hasil Temuan Penelitian Hasil Kategori Awal 
1. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 

melalui program pengungkapan sukarela. 
 

 
 
 
 
 

2. Aturan perpajakan terbaru yaitu UU 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

3. Program Pengungkapan Sukarela memiliki 
potensi peningkatan kepatuhan pajak 
sukarela dari Wajib Pajak Orang Pribadi 
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4. Program tax amnesty pada Tahun 2017 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara 
umum.  
 

Voluntary Disclosure 
Berpotensi Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak 
 

5. Program Pengungkapan Sukarela ini memiliki 
potensi peningkatan kepatuhan pajak 
sukarela dari Wajib Pajak Orang Pribadi 
 

6. Kurangnya Pemahaman tentang Program 
Pengungkapan sukarela tentang bagaimana 
teknis pelaporan dan aset apa yang harus 
diungkapkan.  
 

 
Wajib pajak kurang 

memahami program 
voluntary disclosure 

 
 

Terdapat kendala dalam 
megikuti program 

Voluntary Disclosure 
 

 
 
 
 

Adanya ketidakadilan 
dalam program Valuntary 

Disclosure  
 

Program  voluntary 
disclosure ditujukan 

kepada wajib pajak yang 
belum membayar pajak 

7. Kurangnya pemahaman manfaat PPS bagi 
wajib pajak. 

8. Masyarakat  yang mempertanyakan    
konsistensi    dan    keadilan    pemerintah    
dalam    pelaksanaan    Program Pengungkapan   
Sukarela   (Voluntary   Disclosure   Program). 

9. Implementasi program PPS umumnya masih 
memiliki beberapa kelemahan  
 

10. Ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah 
patuh dengan Wajib Pajak yang mengikuti Tax 
Amnesty dan PPS 
 

11. Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tepat 
waktu, dan tidak melaporkan perubahan 
subjek atau objek pajak kepada petugas pajak 
 

12. Wajib pajak menggunakan PPS untuk 
mendapat keuntungan. 
 

 
 

Program voluntary 
disclosure memberikan 
dampak positif terhadap 

penerimaan pajak 

13. Terjadi adanya peningkatan penerimaan pajak 
dan kepatuhan Wajib Pajak dalam 
melaksanakan kewajibannya. 
 

14. Program pengungkapan sukarela telah 
memenuhi seluruh syarat asas keadilan dan 
dapat memberikan dampak positif dengan 
meningkatkan penerimaan pajak dari harta 
yang diungkapkan dan membantu pemulihan 
ekonomi di Indonesia 
 

15. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah 
adalah melakukan sosialisasi, memasang 
spanduk di titik-titik jalan, mengajukan 
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permohonan melampirkan bukti pajak bumi 
dan bangunan secara penuh setiap akan 
melaksanakan pelayanan administrasi 
pemerintahan. 

Telah ada upaya 
mensosialisasikan 

prongram Voluntary 
Disclosure 

16. Masyarakat khususnya peserta menjadi sangat 
terbantu dengan adanya penyuluhan yamg 
dilakukan. 
 
 

17. Prosedur yang dilakukan fiskus merupakan 
bentuk hukum administrasi  

 

Tujuan Penerapan Voluntary Disclosure 

Tujuan program voluntary disclosure dari perspektif jangka pendek, tujuan utama 

adalah meningkatkan penerimaan pajak negara selama pelaksanaan program. 

Dalam jangka panjang, Program voluntary disclosure memiliki potensi untuk 

meningkatkan tingkat ketaatan pajak sukarela dari wajib pajak orang pribadi 

(Finrely & Ardiansyah, 2022). Program voluntary disclosure adalah salah satu alat 

yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 

mengenai pajak, khususnya bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan secara 

menyeluruh harta mereka. Program ini menimbulkan berbagai pendapat yang 

bersifat baik maupun kurang positif saat dianalisis dari perspektif hukum pajak. 

Program ini diharapkan dapat mengoreksi tingkat kepatuhan pajak di masa 

mendatang. Sasaran utama dari program ini adalah meningkatkan ketaatan 
sukarela wajib pajak, dan program ini dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip 

kesederhanaan, keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Dengan demikian, 

peningkatan ketaatan wajib pajak menjadi fokus utama dalam program ini. 

Keseluruhan undang-undang ini dirancang untuk memperkuat sistem perpajakan, 

mendukung stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta 

memperkuat proses pembangunan Indonesia yang progresif. Harapannya, program 

ini dapat merangsang arus modal ke dalam negeri dan memperkuat investasi dalam 

sektor pengolahan sumber daya alam serta energi terbarukan (Irawan et al., 2022).  

Program ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan ketaatan sukarela wajib 

pajak, dan diimplementasikan dengan mengedepankan prinsip kesederhanaan, 

kepastian hukum, dan manfaat. Pengungkapan sukarela menawarkan saluran bagi 
manajer perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi yang bermakna. Namun, 

hal ini juga memberikan cara untuk mengaburkan realitas ekonomi suatu 

perusahaan yang tidak sempurna. Penelitian empiris sebelumnya menemukan 

bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan buruk menggunakan istilah penjelasan 

yang panjang dalam laporan tahunan untuk menyembunyikan kinerja keuangan 

buruk mereka  (de Souza et al., 2019). Tata Kelola yang Baik adalah seperangkat 

aturan yang menjadi mediator antara pemangku kepentingan, manajer, kreditor, 

pemerintah, karyawan, dan pemegang saham internal dan eksternal (Sumarlin, 
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2022; N. E. Syariati et al., 2017). Pengembangan praktik tata kelola yang kuat akan 

memenangkan kepercayaan masyarakat (Bulutoding et al., 2021). perpajakan dan 

tata kelola perusahaan dapat berinteraksi dalam berbagai aspek (Bulutoding, 2016). 

Guna mendukung keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau 
voluntary disclosure, pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat 

tentang pajak agar dapat memengaruhi tingkat ketaatan sukarela wajib pajak. 

Pemerintah bisa mengadakan kampanye penyuluhan kepada masyarakat untuk 

memastikan pemahaman mengenai pajak tersebar secara merata di seluruh 

Indonesia. Program voluntary disclosure ini menginginkan wajib pajak untuk 

melakukan pelaporan jumlah peredaran usaha secara jujur, sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya, karena telah dipercayakan sepenuhnya oleh pemerintah 

(Suhendar & Setyorini, 2023). 

Tantangan dan Hambatan Penerapan Voluntary Disclosure 

Tantangan dan hambatan dalam penerapan pengungkapan sukarela muncul dari 

upaya perusahaan untuk secara sukarela mengungkapkan wajib pajak dapat 
menggunakan nilai buku perluasan usaha apabila wajib pajak atau badan usaha 

divisi tersebut akan melakukan penawaran umum perdana. Dari aturan ini terlihat 

adanya dorongan pemerintah agar perusahaan lebih melakukan transparansi 

informasi yang lebih transparan mengenai operasi, keuangan, dan praktik bisnis 

mereka. Namun pengungkapan sukarela sebagai bentuk tanggung jawab 

perusahaan (Yuliana & Abdullah, 2018). Salah satu tantangan utama adalah upaya 

yang terkait dengan dampak finansial dan reputasi dari puncak-puncak ini 

(Bulutoding, 2016). Reputasi mempunyai nilai dan mampu menghasilkan nilai 

perusahaan sehingga perusahaan mampu tetap berkelanjutan (Abidin et al., 2023; 

Majid et al., 2019). Manajemen bertindak sebagai pelaksana perusahaan telah 

mengetahui risiko-risiko yang dihadapi perusahaan meskipun tidak diungkapkan 

dalam laporan keuangannya. Manajemen juga akan memperhitungkan biaya-biaya 
yang akan dikeluarkan dari pengungkapan tersebut. Sehingga, perusahaan dengan 

kondisi keuangan yang baik mempunyai kemungkinan lebih besar untuk 

mengungkapkannya (Abdullah, Musriani, et al., 2020). Karena sudah mengetahui 

informasi tersebut, maka dipandang perlu untuk diungkapkan kembali dalam 

laporan keuangan (Bulutoding, 2021). Perusahaan sering kali khawatir bahwa 

informasi yang bocor dapat memberikan keunggulan kompetitif kepada pesaing 

atau bahkan merusak citra mereka. Selain itu, kurangnya pedoman yang jelas atau 

kerangka hukum yang konsisten dapat menjadi hambatan bagi penerapan 

pengungkapan sukarela secara konsisten. Program pengungkapan sukarela 

membawa risiko finansial yang signifikan. Program voluntary disclosure di Uganda 

memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat 
dan meminimalkan biaya. Program voluntary disclosure yang diimplementasikan di 

Indonesia hanya mencakup Pajak Penghasilan (PPh), dan pengungkapan fasilitas 

yang diterapkan oleh Indonesia hanya berlaku untuk aset yang tidak diumumkan. 

Pembatasan jenis dan dasar pelaporan pajak ini tentunya didasarkan pada 
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pertimbangan tertentu, namun dalam praktiknya akan mengurangi pendapatan 

negara. yang perlu dipungut. Di samping itu, periode pelaksanaan program 

voluntary disclosure yang diterapkan Indonesia juga cukup singkat. Tentu saja, 

faktor-faktor seperti stabilitas ekonomi, ketaatan pajak, sumber daya, dan variabel 
lainnya juga akan memengaruhi sejauh mana program tersebut berhasil penerapan 

program voluntary disclosure. Tentu saja, manfaat pengurangan hukuman, lingkup 

program, dan penentuan periode pelaksanaan harus dilakukan dengan 

pertimbangan yang matang (Vientino & Galela, 2022). Jika suatu informasi dapat 

dibuka secara sukarela sehingga, akan terjadi peningkatan jumlah individu yang 

melakukan penghindaran pajak sehingga mengurangi penerimaan pajak 

pemerintah (Langenmayr, 2017). 

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, sudah pasti para pemangku kepentingan 

akan selalu menemui kendala. Saat menerapkan suatu kebijakan harus memahami 

dengan jelas isi kebijakan yang akan diterapkan. Dengan mengerti isi kebijakan 

maka target yang akan dicapai dapat tercapai. Kenyataan saat ini menunjukkan 
masih banyak perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan yang besar 

sehingga terus melakukan berbagai cara untuk meminimalisir penghindaran pajak 

yang dilakukannya. Penghindaran Pajak merupakan pengaturan transaksi yang 

dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan keuntungan atau pengurangan 

pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang ada (Abdullah, Jupaing, et al., 2021). 

Apabila wajib pajak tidak secara aktif menelusuri informasi, mereka tidak dapat 

memperoleh manfaat dari program voluntary disclosure. Jika sebuah kebijakan 

mendapatkan dukungan dalam penerapannya, akan mempermudah 

pelaksanaannya. Hambatan dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi 

sukarela ini lebih berkaitan dengan kendala Penyampaian informasi dari Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak yang diakibatkan oleh alamat email 

wajib pajak pada saat melakukan pendaftaran pada wajib pajak, KPP tidak sah. Oleh 

karena itu, hal ini mempengaruhi keterlibatan wajib pajak jika mereka tidak tertarik 

untuk mencari informasi, mereka tidak akan dapat memanfaatkan skema 

pengungkapan sukarela (Oktafiyani & Selvi, 2022). Pemahaman masyarakat terkait 

pembayaran pajak masih belum mencapai standar yang diharapkan. Secara umum 

masyarakat masih skeptis dan tidak percaya dengan adanya pajak karena masih 

menganggap sama saja dengan upeti, berat, membayar pajak seringkali sulit, 

masyarakat belum memahami apa itu pajak dan bagaimana caranya. adalah, dan 

mereka merasa rumit dalam hal perhitungan dan pelaporan. Untuk mencapai 

kesejahteraan yang baik perlu dilakukan oleh berbagai elemen (Abdullah, Kadir, et 

al., 2020) Meski demikian, upaya untuk menyadarkan masyarakat secara penuh 

dalam membayar pajak masih bisa dilakukan dan hal tersebut bukan tidak mungkin. 
Rendahnya kesadaran ini akan membuat kelangsungan hidup perusahaan tidak 

terukur. Dengan pelaksanaan tanggung jawab dengan prinsip jujur dan ikhlas secara 

sukarela dan melaksanakan agenda yang baik berdasarkan kesadaran bersama yang 

fokus pada output yang tidak hanya menciptakan kecerdasan intelektual tetapi juga 
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memiliki atau menerapkan kesadaran dan hati nurani social (Abdullah, Haerani, et 

al., 2023; Majid et al., 2022).  

Perusahaan tidak hanya harus menjalankan tanggung jawab secara ekonomi, 

melainkan juga harus secara hukum sesuai dengan etika (Apriliani & Abdullah, 

2018). Etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur 

tingkah laku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, 

yang dianut oleh suatu kelompok, sekelompok orang, masyarakat atau profesi 

(Wahyudi et al., 2022).  Salah satu faktor penting yang mendorong perilaku 

kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi adalah religiusitas Islam (Lakasse et al., 

2021). Ketika masyarakat menyadari hal ini, maka pembayaran pajak akan 

dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan (Ardin et al., 2022). Kehadiran 

kesadaran harus bisa mengatasi kekurangan ini, kesadaran berfungsi sebagai titik 

awal pemikiran dan dapat membuka jalan bagi penerapan dan membawa perbaikan 

lebih lanjut (Syariati et al., 2023). Maka dari itu, diperlukan kerja sama antara 

pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi 
tantangan ini dan menciptakan lingkungan di mana pengungkapan informasi 

sukarela dapat dilaksanakan dengan aman dan efektif untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Strategi yang dapat dilakukan dalam 

mencapai hal tersebut adalah dengan mengadopsi konsep outcome based education 

(OBE). OBE menekankan pada proses pembelajaran yang dilaksanakan secara 

inovatif, interaktif, dan efektif (Fadhilatunisa et al., 2020). Sehingga tidak terjadi 

penggelapan pajak seperti kasus Gayus Tambunan yang merupakan pegawai di 

Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam kasus penggelapan pajak (Abdullah & 

Hasma, 2018). Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menetapkan 

kerangka kerja yang jelas, penerapan pengungkapan sukarela dapat menjadi alat 

yang efektif untuk meningkatkan integritas bisnis, Membentuk kepercayaan di 

kalangan para pemangku kepentingan serta mendorong pertumbuhan 

berkelanjutan di era transparansi dan tanggung jawab perusahaan. Informasi 

meningkatkan sejumlah relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau 

dapat menggunakannya (Abdullah & Amiruddin, 2020). Ketersediaan informasi 

publik erat kaitannya dengan transparansi karena dianggap representatif dan 

komprehensif (Majid et al., 2023). 

Manfaat Voluntary Disclosure terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengungkapan sukarela sangat bermanfaat bagi kepatuhan wajib pajak dengan 

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keuangan dan transaksi 

perusahaan. Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas publik (public 

accountability) pada era reformasi membawa dampak terhadap proses 

pengembangan manajemen pemerintahan di Indonesia (Sayuti et al., 2018). Dengan 
secara sukarela mengungkapkan data yang lebih rinci, perusahaan dapat 

meningkatkan kepercayaan otoritas pajak, mengurangi risiko audit mendalam, dan 

meminimalkan potensi sanksi pajak. Selain itu, keterbukaan informasi secara 

sukarela menciptakan transparansi yang memudahkan fiskus untuk memahami dan 
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memantau kegiatan usaha, mengurangi kesalahpahaman tentang peraturan 

perpajakan dan mempercepat proses penyelesaian permasalahan perpajakan. Nilai 

tambah kandungan informasi arus kas diperkirakan akan meningkat ketika laba 

dipengaruhi oleh praktik-praktik yang menyebabkan timbulnya distorsi komponen 
dalam laba (Abdullah, 2017). Selain kepatuhan hukum, pendekatan proaktif ini juga 

menciptakan hubungan yang lebih baik antara dunia usaha dan otoritas pajak, 

sehingga menciptakan lingkungan kerja sama yang menguntungkan kedua belah 

pihak. Program Pengungkapan Sukarela bermanfaat dalam menyokong penerimaan 

pajak dalam waktu singkat, meningkatkan kepatuhan di waktu mendatang, 

mendorong kembalinya modal atau aset, dan transisi ke sistem perpajakan baru. 

Meskipun Program Pengungkapan Sukarela memiliki tujuan jangka pendek, namun 

juga dapat memberikan manfaat jangka panjang, terutama terkait dengan 

peningkatan basis data pencatatan wajib pajak (Vientino & Galela, 2022). Apabila 

Wajib Pajak tidak secara sukarela mematuhinya, maka akan mengakibatkan tidak 

optimalnya penerimaan pajak yang menyebabkan terhambatnya pembangunan 
infrastruktur dan fasilitas di Indonesia. Wajib Pajak akan menikmati banyak 

manfaat, antara lain bebas dari sanksi administratif dan perlindungan data, karena 

data harta kekayaan yang diungkapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar 

penyidikan atau penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. PPS 

dilaksanakan berdasarkan prinsip kesederhanaan, kepastian hukum dan ketepatan 

waktu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Ardin et al., 2022). 

Secara umum, manfaat yang dinikmati oleh peserta program pengungkapan 

sukarela adalah pengurangan/penghapusan denda dan pengungkapan sukarela 

tidak akan dikenakan sanksi oleh otoritas pajak masing-masing negara, 

pemeriksaan atau penuntutan. Tentunya pelaksanaan Program Pengungkapan 

Sukarela ini dijalankan dengan pertimbangan khusus, baik dari aspek tujuan, 

manfaat, maupun biaya (Vientino & Galela, 2022). Program voluntary disclosure 

bermanfaat dalam mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, 

meningkatkan pendapatan negara, menghindari sanksi administratif, dan 

melaporkan harta yang tidak diumumkan. Hal ini memperlihatkan bahwa PPS 

bertujuan untuk membantu wajib pajak perlu menaikkan kesadaran dan kepatuhan 

sehingga memungkinkan untuk secara sukarela mengungkapkan harta dan kegiatan 

usahanya (Suhendar & Setyorini, 2023). Wajib Pajak dapat memanfaatkan 

kesempatan yang diberikan program voluntary disclosure untuk melaporkan 

kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela dengan membayar PPh 

(pajak penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta. Sejumlah keuntungan akan 

dinikmati oleh wajib pajak, antara lain penghapusan sanksi administratif dan 

perlindungan data karena data properti diungkapkan tidak bisa digunakan sebagai 
dasar penyelidikan atau penuntutan pidana. PPS disusun berdasarkan prinsip 

kesederhanaan, kepastian hukum, dan manfaat meningkatkan kepatuhan sukarela 

wajib pajak sebelum diberlakukan (Wisudawan & Burhan, 2023). Dengan demikian, 

keterbukaan informasi secara sukarela tidak hanya menjadi kunci kepatuhan 

perpajakan tetapi juga merupakan langkah cerdas untuk membangun hubungan 
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harmonis antara dunia usaha dan otoritas pajak. Melalui transparansi dan kerja 

sama sukarela, dunia usaha dapat meminimalkan risiko dan mempercepat proses 

penanganan masalah perpajakan, menciptakan lingkungan yang mendukung 

kepatuhan berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi semua pihak terkait. 

Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Voluntary Disclosure 

Sejak awal januari 2022, Indonesia telah menerapkan Program Pengungkapan 

Sukarela. Inisiatif ini terbuka bagi semua wajib pajak, baik badan usaha maupun 

individu, seperti pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Mereka 

yang memiliki hak dan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan di bidang perpajakan dapat ikut serta dalam program ini. 

Landasan hukum untuk program ini melibatkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

196/PMK.03/2021 yang menetapkan tata cara pelaksanaan Program 
Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (Vientino & Galela, 2022). Program 

Pengungkapan Sukarela (PPS) memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk 

secara sukarela melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dengan 

membayar Pajak Penghasilan (PPh) melalui pengungkapan harta. Dalam kerangka 

ini, Wajib Pajak memperoleh jaminan kebebasan dari sanksi administratif dan 

perlindungan data, di mana informasi mengenai harta yang diungkapkan tidak 

dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelidikan, penyidikan, dan/atau 

penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak (Finrely & Ardiansyah, 2022). 

Peningkatan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat dikaitkan 

dengan penawaran tarif rendah dari pemerintah, kebijakan penghapusan atau 

penghilangan sanksi, dan kurangnya pemeriksaan oleh petugas pajak (Muchlis, 

2022; Wijayantoko et al., 2022). Program Pengungkapan Sukarela diselenggarakan 
dengan prinsip kesederhanaan, kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, dengan 

tujuan meningkatkan ketaatan sukarela Wajib Pajak sebelum langkah-langkah 

penegakan hukum diambil (Finrely & Ardiansyah, 2022). 

Prinsip kesederhanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 7 Bagian V Undang-

Undang Harmonisasi Perpajakan menyoroti kemudahan bagi Wajib Pajak Individu 

yang ingin mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Prinsip ini ditunjukkan 

dalam pengeluaran multi tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang Dibagi menjadi tiga 

jenis tarif, bergantung pada kondisi harta dan maksud Wajib Pajak Orang Pribadi, 

apakah untuk investasi atau sekadar deklarasi atas pengungkapan harta dalam 

program tersebut. Prinsip kepastian hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 

ayat 6 Bagian V Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menegaskan 
beberapa manfaat yang secara tegas disebutkan. Salah satu di antaranya adalah 

bahwa surat ketetapan pajak tidak akan diterbitkan untuk kewajiban pajak pada 

periode 2016-2020 bagi peserta kebijakan 2, dan juga pada periode 1985-2015 bagi 

peserta kebijakan 1, kecuali jika ditemukan data harta yang masih belum diungkap. 
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Selain itu, harta yang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela tidak 

dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

pidana pajak. Prinsip keadilan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 Bagian V Pasal 5 ayat 1, mendorong Wajib Pajak untuk secara 
sukarela melaporkan kewajiban yang belum terpenuhiIni dapat diartikan sebagai 

langkah untuk memperluas cakupan perpajakan, memberi peluang Pemerintah 

untuk melakukan perbaikan pada peraturan dan kebijakan perpajakan guna 

meningkatkan rasa keadilan dan kesetaraan, yang nantinya akan langsung 

dirasakan oleh Wajib Pajak. Prinsip kemanfaatan, baik bagi Negara maupun Wajib 

Pajak, terlihat jelas dalam peningkatan penerimaan pajak negara sebagai hasil dari 

partisipasi Wajib Pajak dalam program voluntary disclosure. Penghapusan sanksi 

administrasi menjadi insentif bagi peserta program untuk bersama-sama mencapai 

manfaat yang optimal (Finrely & Ardiansyah, 2022). Hal ini dikarenakan Penerapan 

sanksi perpajakan yang berat dapat menghambat wajib pajak untuk melakukan 

perpajakan, karena wajib pajak akan merasakan kerugian yang lebih besar akibat 
pengenaan sanksi perpajakan (Fadhilatunisa, 2020).  

5. KESIMPULAN 

Adapun tujuan program voluntary disclosure, jika dipandang dari perspektif jangka 

pendek, adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara selama pelaksanaan 

program. Dari perspektif jangka panjang, program voluntary disclosure berpotensi 

untuk meningkatkan ketaatan pajak sukarela dari wajib pajak orang pribadi. 

Program pengungkapan sukarela sendiri memberikan beberapa manfaat terhadap 

ketaatan wajib pajak. Keterbukaan informasi yang dilakukan secara sukarela 

menciptakan transparansi, memudahkan fiskus dalam memahami dan memantau 

kegiatan usaha, mengurangi kesalahpahaman tentang peraturan perpajakan, serta 

mempercepat penyelesaian masalah perpajakan. Selain memastikan kepatuhan 

hukum, pendekatan proaktif ini juga membentuk hubungan yang lebih positif antara 
dunia usaha dan pihak otoritas pajak, menciptakan lingkungan kerja sama yang 

saling menguntungkan. Program pengungkapan sukarela memberikan manfaat 

dalam menaikkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, memperkuat kepatuhan 

di masa mendatang, mendorong pengembalian modal atau aset, serta mendukung 

transisi ke sistem perpajakan baru. Meskipun Program Pengungkapan Sukarela 

berfokus pada tujuan jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan manfaat jangka 

panjang, terutama terkait dengan perluasan basis data pencatatan wajib pajak. 

Meskipun, dalam pelaksanaannya, program pengungkapan sukarela menghadapi 

beberapa tantangan dan rintangan. Program voluntary disclosure atau 

pengungkapan sukarela yang diterapkan di Indonesia hanya meliputi pajak 

penghasilan, dan fasilitas pengungkapan yang diberlakukan oleh Indonesia hanya 
berlaku untuk aset yang tidak diumumkan. Pembatasan jenis dan dasar pelaporan 

pajak ini mungkin didasarkan pada evaluasi tertentu, tetapi pada kenyataannya, hal 

ini dapat menghambat pendapatan negara yang seharusnya dihimpun. Selain itu, 

durasi implementasi program keterbukaan informasi sukarela yang diterapkan di 
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Indonesia juga terbilang singkat. Dari temuan penelitian ini, terlihat bahwa program 

voluntary disclosure efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  
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